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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Negara dalam hal ini 

Pemerintah, negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk 

menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum 

perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan 

hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum 

masyarakat.1 Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), bahwa dalam 

menjalankan jabatannya, Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, 

mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum.  

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin 

banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, di mana 

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat 

akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang.2 

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum serta menciptakan 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka 

                                                           
1Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori & Praktik Notaris, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, 2011, hlm.8 
2Ibid, hlm.9 
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melaksanakan tugas tersebut Notaris mengemban tanggung jawab yang 

berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan 

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris 

ditugaskan oleh kekuasaan umum dan apabila undang-undang mengharuskan 

demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut 

yang mempunyai kekuatan otentik.3 

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang membuat 

akta autentik, sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, 

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya.  

Notaris memiliki beberapa kewenangan yang diatur didalam UUJN, sesuai 

dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan 

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan 

dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan 

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang. 

                                                           
3Andi Mirnasari Gusriana, Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak 

Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas 

Indonesia, Depok, 2011, hlm.1 
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Salah satu kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta yang 

diinginkan para pihak / klien. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, akta 

Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau 

dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-

undang ini. Notaris mempunyai kewajiban menciptakan keotentikan dari sebuah 

akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dan keontentikan sebuah akta hanya 

bisa tercipta apabila syarat-syarat formal yang ditentukan dalam undang-undang 

jabatan notaris terpenuhi. 

Suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 

(tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya, yaitu:4 

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali 

jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan 

bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

Oleh karena itu untuk menjamin otentisitas suatu akta yang dibuat oleh 

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, Notaris 

wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi agar 

                                                           
4 Salim HS, Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 

2006, hlm. 43. 
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suatu akta Notaris memiliki stempel otentik. Pada pihak lain, Notaris merupakan 

suatu jabatan kepercayaan masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa 

yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Notarais dalam menjalankan 

kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta 

menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.5 

Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti 

karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali seorang Notaris. Secara 

umum dalam masa pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak 

dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun 

dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir 

masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.6 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUJN, Notaris berhenti atau 

diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: 

a. Meninggal dunia; 

b. Telah berumur 65 tahun; 

c. Permintaan sendiri; 

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan 

tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun; atau 

e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUJN, ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 

                                                           
5Andi Mirnasari Gusriani, Op. Cit. hlm. 13. 

6Selly Masdalia Pertiwi, Tesis tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang 

Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi Magister 

Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hlm. 7. 



5 
 

 

67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Maka, 

Notaris yang telah memasuki masa pensiun harus menyerahkan Protokol Notaris 

tersebut kepada Notaris lain yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN, bahwa yang dimaksud dengan 

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang 

harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sebagaimana penjelasan pasal 62 UUJN ada beberapa 

dokumen yang termasuk protokol Notaris yang terdiri atas : 

1. Asli akta atau  minuta akta; 

2. Repertorium atau buku daftar akta; 

3. Klapper atau buku daftar nama para penghadap; 

4. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan 

di hadapan Notaris / akta di bawah tangan yang didaftarkan; 

5. Buku daftar wasiat; 

6. Buku daftar protes; 

7. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Berdasarkan Pasal 65 UUJN, bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan 

Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya 

meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 

penyimpan Protokol Notaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang 

Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun Protokol 

Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.7 

Didalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris diwilayah 

jabatannya, Notaris tersebut diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana 

                                                           
7Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2009, hlm. 43. 
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termuat pada Pasal 67 UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis 

Pengawas Notaris terdir dari: 

a. Majelis Pengawas Daerah; 

b. Majelis Pengawas Wilayah; dan 

c. Majelis Pengawas Pusat. 

Masing-masing Majelis Pengawas Notaris mempunyai tugas dan 

wewenang yang berbeda-beda. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris 

yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, 

dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis 

Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas 

dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama 

Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya 

merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan 

masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat 

memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap 

pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris 

dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena 

diawasi secara internal dan eksternal.8 

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan 

pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi 

                                                           
8 Habib Adjie, Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan 

Notaris (MKN), Refika Aditama, Surabaya, 2017, hlm. 11. 
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tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam 

menjalankan tugas jabatan Notaris.9 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, 

Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja 

Majelis Pengawas, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu: 

(1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang 

tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi: 

a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) 

bulan; 

b. menetapkan Notaris Pengganti; 

c. menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris 

yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua 

puluh lima) tahun atau lebih; 

d. mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c 

termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan 

pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-

Undang; 

e. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada 

akta sebagaimana dimaksud pada huruf d; 

f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 

pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 

Undang-Undang; 

g. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di 

bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang 

dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; 

dan 

h. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat 

di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan 

yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan 

sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan 

berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul 

akta. 

(2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administrastif yang 

memerlukan keputusan rapatmeliputi: 

                                                           
9Ibid, hlm. 11. 
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a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol 

Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara; 

b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol 

Notaris yang meninggal dunia; 

c. mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh 

lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas 

Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas 

permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 

Undang-Undang; 

d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada 

akta sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, 

atau hakim untuk proses peradilan; 

f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan 

pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 

dan 

g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris. 

  

Didalam UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan 

Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, 

meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penerima protokol Notaris, 

dalam hal ini Notaris yang pensiun. Salah satu kasus yang terjadi dalam 

prakteknya di Kota Padang, dimana Notaris yang berinisial nama RR tidak 

menyerahkan atau tidak melampirkan surat yang mana menyatakan bahwa ia 

akan segera memasuki masa pensiun kepada Majelis Pengawas Daerah, tetapi 

Notaris RR tersebut hanya melaporkan secara lisan kepada Majelis Pengawas 

Daerah. Notaris yang berinisial nama RR tidak menyerahkan protokolnya kepada 

Majelis Pengawas Daerah, namun Notaris RR menyerahkan protokolnya secara 

langsung kepada Notaris yang ditunjuknya yang berinisial atas nama MR. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul 
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“TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG PENSIUN TERHADAP 

PROTOKOLNYA DI KOTA PADANG” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah 

tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan 

batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah tanggungjawab Notaris yang pensiun terhadap protokol 

Notaris? 

2. Bagaimana akibat hukum Notaris yang pensiun terhadap protokol Notaris? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan 

perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui tanggungjawab Notaris yang pensiun terhadap protokol 

Notaris. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum Notaris yang pensiun terhadap protokol 

Notaris. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik 

bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan 

akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan 

praktis, yaitu:  
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1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang 

kenotariatan, serta sebagai refrensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin 

mengetahui tanggung jawab Notaris yang pensiun terhadap protokol Notaris. 

 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat 

secara umum apa jabatan Notaris itu sebenarnya dan mengapa Notaris itu ada 

serta kaitan Notaris dengan aktanya. Untuk Notaris dan para calon Notaris 

dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan Notaris 

merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena 

itu dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam pembuatan akta otentik 

terutama yang berhubungan dengan cacat tersembunyi dalam syarat formil. 

Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan 

sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu 

tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan 

dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah 

yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi penelitian yang relatif 

sama yang ingin penulis tulis  telah ada menulis sebelumnya yaitu: 
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1. IMA ERLIE YUANA, NIM: B4B008128, Mahasiswa Magister Kenotariatan, 

Universitas Dipenegoro dengan judul : Tanggung Jawab Notaris Setelah 

Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah: 

1) Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, 

notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas akta yang 

dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya? 

2) Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban notaris, notaris 

pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas 

setipa akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 

65 UUJN? 

2. SELLY MASDALIA PERTIWI, NIM: 1292461023, Mahasiswa Magister 

Kenotariatan, Universitas Udayana Denpasar dengan judul : Tanggungjawab 

Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat 

Berakhirnya Masa Jabatannya. 

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah: 

1) Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat 

batal demi hukum? 

2) Bagaimanakah tanggungjawab Notaris terhadap akta otentik yang 

berakibat batal demi hukum pada saat berakhirnya masa jabatannya? 

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 
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1. Kerangka Teoritis 

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, 

sebagaimana dikemukan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis 

merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun 

konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun 

permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka 

pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji mengunakan teori-teori 

hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat 

digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan 

konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul 

dalam penelitian hukum.10 

Teori berasal dari kata theoria dimana dalam bahasa Latin artinya 

perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata thea yang 

artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu 

bentuk kontruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang 

ia jumpai dalam pengelaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori 

adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelasan 

fenomena alamiah. 

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta 

memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan 

penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah 

yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-

                                                           
10Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.  
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penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk 

penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa 

digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh 

karena itu orang dapat meletakan fungsi dan kegunaan sebagai suatu 

pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta 

hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. 

a. Teori Kewenangan 

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan 

kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk 

bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 

melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.11 

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah 

“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum 

administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian 

awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah 

wewenang pemerintah (bestuurbevoegdheid). Menurut Phillipus M. 

Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan 

dengan istilah bevoegheid. Perbedaan tesebut terletak pada karakter 

hukumnya. Istilah bevoegheid digunakan dalam konsep hukum publik 

maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah 

                                                           
11Kamus besar bahasa Indonesia, balai pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011. 
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kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum 

publik.12 Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk 

melakukan semua tindakan hukum publik. 

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, 

delegasi dan mandat. 

a. Kewenangan atribusi 

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi  terjadi pemberian  

wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakansuatu 

wewenang baru.13 

b. Kewenangan delegasi 

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang 

telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang  

memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan 

atau jabatan tata usaha Negara lainnya.14 

c. Mandat  

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ 

lain untuk mengambil keputusan atas namanya. 

                                                           
12Phillipus M. Hadjon, Makalah Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, 

hlm. 20 
13Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 

104. 
14Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1993, hlm. 91 
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Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini 

menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan 

wewenang  oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan 

Tata Usaha Negara Lainnya. Komponen pengaruh merupakan penggunaan 

wewenang dimaksud untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, 

komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk 

dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna 

adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus 

(untuk jenis wewenang tertentu). 

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya dibatasi pada wewenang 

pemerintahan (bestuurbevoegdheid). Ruang lingkup wewenang 

pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan 

pemerintahan (besluit), tetapi juga semua wewenang dalam rangka 

melaksanakan tugasnya.15 Kewenangan memiliki kedudukan yang penting 

dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan 

mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang adalah hak yang dimiliki 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Pemerintahan 

                                                           
15Frenadin Adegustara, Hukum Administrasi Negara, Universitas Andalas, Padang, 2005, 

hlm. 14. 
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yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak 

dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6). 

Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: 

1) Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 

angka 22). 

2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab 

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi 

(Pasal 1 angka 23). 

3) Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab 

dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 

24).  

Majelis Pengawas Daerah mendapatkan kewenangan lansung dari 

UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara 
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Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis 

Pengawas. 

b. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.16 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya wajib berpedoman secara 

normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang 

akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, 

bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan 

aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta 

notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.17 

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: 

1) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan; 

2) Kepastian hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat 

                                                           
16Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, 

hlm.158. 
17Habib Adjie, Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 37. 
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mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa 

Pasal-Pasal, Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi 

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 

hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yag telah diputuskan.18 

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, 

meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang 

mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka 

memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut 

pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan 

memamndang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil 

akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika 

suatu peraturan dubuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-

raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian iamenjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan 

konflik norma. 

Teori ini nantinya akan dijadikan sarana untuk menganalisis 

perbandingan hukum yang menjadi objek masalah. Setiap indikator dari 

                                                           
18Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2009, hlm 158. 
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teori ini akan dianggap sebagai tolak ukur sehingga akan menghasilkan 

sebuah analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teori. 

 

 

c. Teori Pengawasan 

Menurut George R. Tery mengartikan pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan artinya mengevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif 

sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.19 

Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses menjamin 

bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang 

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.20 Sementara menurut 

Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah 

proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.21 

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 

(tiga) tipe pengawasan, yaitu:22 

1) Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control) 

                                                           
19http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%2011.pdf  diakses pada pukul 19.45 WIB, pada 

tanggal 15 Desember 2017, hlm. 11. 

20Ibid, hlm. 11. 

21Ibid, hlm. 11.  

22Ibid, hlm. 11-13. 

http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%2011.pdf
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Pengawasan pendahuluan yakni pengawasan yang terjadi 

sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa 

menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, 

yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan 

pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk 

memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya 

dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. 

Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya 

deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang 

digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus 

memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur 

organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan 

menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk 

menghilangkan prilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak 

diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman 

yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan 

meliputi: pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan 

pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan modal dan 

pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial. 

2) Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control) 

Pengawasan pada saat kerja berlangsung adalah pengawasan 

yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang 

berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. 
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Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang 

mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan 

dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya 

untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaiman cara 

penerepan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan 

mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

3) Pengawasan Umpan Balik (Feed Back Control) 

Pengawasan Umpan Balik yaitu pengawasan dengan mengukur 

hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur 

penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. 

Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. 

Tindakan korektif ditujukan kea rah proses pembelian sumber daya 

atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan umpan balik 

adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai 

landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. 

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman pengawasan 

merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut 

ini, adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian 

(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan 

(Controlling). Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam 

manajemen. Hal ini dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak 

akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa 

masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang 
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menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan 

ketergantungan satu sama lain.23 

Hal diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan pengawasan Notaris 

yang sudah pensiun dilakukan oleh Pengawas dalam hal ini yaitu Majelis 

Pengawas Daerah.  

2. Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara 

konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan 

merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu 

abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan 

konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta 

tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu: 

a. Tanggung jawab didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 

dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). 

b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN). 

c. Pensiun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tidak 

bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai. 

                                                           
23Ibid, hlm. 14. 
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d. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara 

yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan (Pasal 1 angka 13 UUJN). 

G. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu 

langkah-langkah sistematis.24 Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan 

tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,25 maka 

metode penelitian yang dipakai adalah: 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek 

hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, 

data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para 

pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.26 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu 

menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara 

lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. 

                                                           
24Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, PT. Bumi 

Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 42. 

25Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17. 

26Sutarman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, 

hlm.229. 
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Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang 

menjadi pokok masalah.27 Dimana dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan tentang bagaimana tanggungjawab Notaris yang pensiun 

terhadap protokol Notaris di Kota Padang. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui 

wawancara dengan responden yaitu: 

(1) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang. 

(2) Notaris yang pensiun di Kota Padang. 

b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti: 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya: 

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara 

                                                           
27Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 23. 
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Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan 

Masa Jabatan Notaris. 

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata 

Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata 

Kerja Majelis Pengawas. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: 

a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang 

terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; 

b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para 

pakar; 

c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur 

yang dipakai.  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang 

mengikat khususnya dibidang kenotariatan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, 

dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mempelajari bahan atau dokumen-dokumen perpustakaan 
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guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi 

studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu 

teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari 

permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan 

data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.  

b. Wawancara; yaitu peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika 

pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 

memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian 

kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi 

terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam 

pelaksaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan 

dengan fokus pada masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian 

dilakukan dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali 

terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh 

para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu 

kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.  

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data 

dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli 

kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, 
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menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. 

H. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin 

dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini 

penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang 

berkaitan dengan permasalahan, pengertian serta bahasan 

terhadap beberapa persoalan pokok. 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian seta 

pembahasannya, dengan demikian didalam bab ini akan 

termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta 

penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini. 

BAB IV  : PENUTUP 
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Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan 

masalah serta saran dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


